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PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 17

TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Menimbang

Mengingat

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Nomor:

521.3.786.Bid.Sarana/X/2013 Perihal Revisi Rekomendasi
Realokasi Pupuk Bersubsidi, tanggal 8 Oktober 2013,
maka perlu penyesuaian untuk merealokasi penetapan
kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian di Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Tahun Anggaran 2013,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai
Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai
Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013,

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821),



2

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952),

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079),

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411),

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737):

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam

Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam

Pengawasan,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/
2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah,

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/
6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah
diubah untuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 07/MDAG/Per/2/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 12/MDAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,

Ne

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/
SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenahan Tanah:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010
tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan,
Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/
SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2012:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003
Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-

Organik,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/
2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran
dan Penggunaan Pupuk An. Organik,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/9/
2003 Tentang Pengawasan Formula Pupuk An. Organik,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan
K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/
2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus

Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan

Pangan,

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 66
Tahun 2012 Tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga
Eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2013,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2

Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Timur,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran
2013,
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal I

Dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 17

Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten
Kutai Timur Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

Yang semula:

Menjadi:

NO SUB SEKTOR
ALOKASI SEMULA PERJENIS PUPUK (TON)
UREA | SP-36 | NPK | ZA ORGANIK

1 Tanaman Pangan 1110 450 2346 | 100 200
2 Hortikultura 60 70 155 9 20
3 Perkebunan 518 186 450 65 42
4 Perikanan Budidaya 30 15 20 2 6

5 Peternakan 13 20 32 9 7

Jumlah 1731 741 3003 | 185 275

ALOKASI MENJADI PERJENIS PUPUK (TON)
NO SUB SEKTOR

UREA SP-36 NPK ZA | ORGANIK
1 Tanaman Pangan 1110 523 2600 | 155 98
2 Hortikultura 50 70 150 9 8

3 Perkebunan 420 213 700 85 27
4 Perikanan Budidaya 20 15 20 2 3

5 Peternakan 10 20 30 9 4

Jumlah 1610 841 3500 | 260 140
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Pasal II

1. Lampiran Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013

yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Bupati ini.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini

diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR


